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INTISARI

Dewasa ini sengketa pertanahan cukup banyak mewamai kehidupan
masyarakat. Penyelesaian sengketa hak atas tanah merupakan salah satu
bentuk dari penegakan hukum di bidang pertanahan. Sehubungan dengan
pembangunan Taman Pintar di Kota Yogyakarta, dimana dalam perolehan
hak atas tanahnya telah menimbulkan sengketa pertanahan, sengketa itu
terjadi antara Onggo Hartono sebagai Penggugat dan Pemerintah Kota
Yogyakarta sebagai Tergugat. Sengketa ini terkait dengan 2 (dua)
bangunan yang berdiri di atas tanah bekas Hak Guna Bangunan No.
479/Gondomanan atas nama Onggo Hartono. Gugatan dari Onggo Hartono
ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dan Pengadilan
Negeri Yogyakarta.

Tujuan panelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui apa penyebab
terjadinya sengketa tanah Taman Pintar antara Onggo Hartono dengan
Pemerintah Kota Yogyakarta; (2) Untuk mengetahui bagaimana upaya yang
dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan.
pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder, maka untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengumpulan
data, pengolahan data serta penyusunannya menggunakan teknik analisis
deskriptif.

Hasil penelitian : (1) Penyebab terjadinya sengketa tanah Taman
Pintar antara Onggo Hartono dengan Pemerintah Kota Yogyakarta ada tiga
hal yaitu: Pertama, belum adanya ganti rugi dari Pemerintah Kota
Yogyakarta kepada Onggo Hartono terkait dikuasainya 2 (dua) bangunan
yang terletak di tanah bekas Hak Guna Bangunan No. 479/Gondomanan
atas nama Onggo Hartono. Kedua, diterbitkannya Surat Keputusan Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY No. 04.530.3-34.2005 tanggal 2 Maret 2005
tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kota Yogyakarta Atas Tanah
Terletak di Kota Yogyakarta, Ketiga, Terjadinya perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Onggo Hartono
pada tanggal 22 Maret 2005 dan 26 Maret 2005; (2) Upaya yang dilakukan
oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah koordinasi,
yaitu melalui rapat koordinasi dan jalur pengadilan, yaitu Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta dengan perkara No. 04/G.TUN/2005/PTUN.YK
dan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan perkara No. 46/Pdt.G/
2005/PN.YK.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang

tidak dapat dipisah-pisahkan. Pemeo Romawi ubi societas ubi ius

mengambarkan keadaan ini dengan tepat sekali. Menurut

Mertokusumo (dalam RB. Agus Wijayanto, 2004: 7) 'hukum tidak lepas

dari kehidupan manusia, setiap manusia mempunyai kepentingan'.

Sedangkan tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban, hal ini

diungkapkan oleh Kusumaatmaja (dalam RB. Agus Wijayanto, 2004: 7).

Agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat, maka hukum

harus ditegakkan. Penegakan hukum harus memperhatikan kepastian

hukum (rechtssicherheit). Kepastian hukum diwujudkan dalam

peraturan tertulis (peraturan perundang-undangan) dan di dalam

keputusan para pejabat yang berwenang yang menyangkut peristiwa

tertentu. Kepastian hukum dalam pelaksanaannya harus

mempertimbangkan keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan

(zweckmassigkeit).

Hak penguasaan atas tanah adalah hak-hak yang memberi

kewenangan kepada pemegang hak yang bersangkutan untuk berbuat

sesuatu terhadap tanah yang dikuasainya. Pengaturan hak

penguasaan atas tanah di atur dalam Hukum Tanah Nasional (HTN).



Menurut Boedi Harsono (2003a: 41) bahwa pengaturan hak-

hak penguasaan atas tanah dalam HTN ada dua, yaitu: "Hak

penguasaan atas tanah ada yang sebagai lembaga hukum dan ada

yang sebagai hubungan hukum konkrit." Maksud dari Hak penguasaan

atas tanah sebagai lembaga hukum, jika masih berupa Hak

penguasaan atas tanah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 20

sampai Pasal 45 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak penguasaan atas tanah itu

belum dihubungkan dengan tanah sebagai obyek hak dan orang atau

badan hukum sebagai subyek hak. Hak penguasaan atas tanah

sebagai hubungan hukum konkrit bila telah dihubungkan dengan

dengan tanah sebagai obyek hak dan orang atau badan hukum

sebagai subyek hak.

Dengan demikian, Hukum Tanah Nasional (HTN) mengatur

hubungan antara orang dengan tanah dan/atau orang dengan orang

lain yang obyeknya adalah tanah. Adapun aturan-aturan tersebut pada

dasarnya memberi ketenteraman bagi setiap orang untuk dapat

mengusahakan dan menikmati hasilnya guna memenuhi kebutuhan

hidupnya.

Karena adanya benturan-benturan kepentingan antara

masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah,

masyarakat dengan pihak swasta, dan/atau pemerintah dengan pihak

swasta, dan karena adanya pemahaman yang berbeda-beda terhadap



aturan-aturan yang telah ada, serta karena belum disusunnya secara

lengkap suatu peraturan tentang hak penguasaan atas tanah, maka

sering menimbulkan konflik.

Menurut Rachmadi Usman (2003:1) berpendapat bahwa

sebuah konflik adalah:

"yakni sebuah situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih
dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Konflik tidak akan
berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang
merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau
keprihatinannya."

Sebuah konflik akan berubah atau berkembang menjadi

sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah

menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, secara langsung

kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab adanya kerugian atau

kepada pihak lain. Oleh karena itu, maka peran hukum sangat

dibutuhkan oleh semua pihak untuk dapat memberikan suatu jaminan

kepastian hukum!

Sengketa di bidang pertanahan dapat terjadi antara orang-

perorang, orang dengan badan hukum, badan hukum dengan badan

hukum atau orang, badan hukum dengan pemerintah atau dengan

instansi pertanahan. Salah satu penyebab sengketa dibidang

pertanahan yaitu adanya suatu keputusan tata usaha negara dibidang

pertanahan yang dianggap merugikan pihak lain. Keputusan tata usaha

negara di bidang pertanahan tersebut berupa surat keputusan

pemberian hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah.



Dewasa ini sengketa di bidang pertanahan cukup banyak

mewarnai kehidupan masyarakat. Masalah pertanahan yang menjadi

sengketa dicirikan sebagai masalah yang bersifat laten, dalam arti,

meskipun masalah tertentu telah ditangani dan dianggap selesai, tidak

menutup kemungkinan dalam proses waktu, hal yang sama akan

muncul kembali. Kondisi ini menyatakan bahwa sengketa merupakan

gejala hukum yang bersifat universal, yang selalu timbul dalam setiap

bidang kehidupan manusia di dunia ini.

Sengketa pertanahan yang selalu timbul perlu ditangani lebih

serius agar tidak merembet kesegi-segi kehidupan lainnya.

Penanganan penyelesaian sengketa pertanahan selalu harus

diusahakan secara arif dan bijaksana. Penyelesaian sengketa hak atas

tanah merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum di bidang

pertanahan.

Sehubungan dengan pembangunan Taman Pintar di Kota

Yogyakarta, dimana dalam perolehan hak atas tanahnya telah

menimbulkan sengketa dibidang pertanahan, antara Onggo Hartono

sebagai Penggugat dan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai

Tergugat. Sengketa ini terkait masalah ganti rugi 2 (dua) bangunan

yang berdiri di atas tanah bekas Hak Guna Bangunan No.

479/Gondomanan atas nama Onggo Hartono.

Kedua bangunan yang diakui oleh Onggo Hartono merupakan

miliknya, adalah hasil pertukaran antara Onggo Hartono dengan



Kodam VII Diponegoro (Sekarang Kodam IV Diponegoro) pada tahun

1973.

Mengenai tanah dengan Hak Guna Bangunan No.

479/Gondomanan atas nama Onggo Hartono, sebelumnya pada tahun

1974 ada perjanjian antara Onggo Hartono dengan Kraton Yogyakarta.

Perjanjian itu mengenai pemberian hak guna bangunan atas Tanah

Sultan/Su/ten Grond (SG) dari Kraton Yogyakarta kepada Onggo

Hartono.

Perjanjian antara Kraton Yogyakarta dengan Onggo Hartono

tersebut dilaksanakan melalui Akte Pemberian Hak Guna Bangunan

Atas Tanah Milik Sultan Nomor 19/HGB/1974. Berdasarkan akta

tersebut, selanjutnya Onggo Hartono bermohon kepada Kepala Kantor

Sub Direktorat Pendaftaran Tanah agar kepadanya dapat diberikan hak

guna bangunan di atas tanah SG.

Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor Sub

Direktorat Pendaftaran Tanah Yogyakarta dengan memperoses dan

meneruskan permohonan selanjutnya kepada Gubernur Provinsi DIY.

Atas permohonan itu, kemudian Gubemur Provinsi DIY mengeluarkan

Surat Keputusan No. 383/1974 tanggal 14 Oktober 1974 tentang

Pemberian HGB Atas Tanah Hak Milik Sultan (Sultan Grond) atas

nama Onggo Hartono. Atas dasar surat keputusan tersebut, maka

Kepala Kantor Sub Direktorat Pendaftaran Tanah Yogyakarta



menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 479/Gondomanan

atas nama Onggo Hartono.

Sehubungan akan dibangunya Taman Pintar di atas tanah

bekas Hak Guna Bangunan Nomor 479/Gondomanan yang telah habis

waktunya, maka Pemerintah Kota Yogyakarta bermohon ijin kepada Sri

Sultan Hamengkubuwono X untuk dapat menggunakan tanah tersebut.

Permohonan itu kemudian disetujui oleh Sultan Hamengkubuwono X,

selanjutnya atas persetujuan itu, maka dibuatlah perjanjian antara

Kraton Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. Perjanjian itu

dilaksanakan melalui Surat Perjanjian Pemberian Hak Pakai di Atas

Tanah Kraton Yogyakarta No. 001A/V&K/H.P/Yk/2005 tanggal 17

Januari 2005. Atas dasar surat perjanjian itu, maka Pemerintah Kota

Yogyakarta bisa mendapatkan Hak Pakai di atas tanah SG.

Hak Pakai No. 00045/Ngupasan diterbitkan oleh Kepala Kantor

Pertanahan Kota Yogyakarta. Dasar penerbitan hak pakai tersebut

adalah Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah

Kota Yogyakarta No. 04.530.3-34.2005 yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Pada saat pembangunan Taman Pintar akan dimulai,

kemudian timbul gugatan dari Onggo Hartono yang merupakan bekas

pemegang Hak Guna Bangunan atas tanah Milik Sultan Nomor

479/Gondomanan. Gugatan dari Onggo Hartono ini diajukan ke



Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri

Yogyakarta.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

menyatakan bahwa gugatan dari Onggo Hartono tidak diterima. Atas

putusan itu, Onggo Hartono menyatakan tidak menerima dan

melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di

Surabaya.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa

mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Onggo Hartono. Atas

putusan ini Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan tidak menerima

dan melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

sehingga sampai saat ini, sengketa masih di proses di Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tinggi

Yogyakarta.-

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis terinspirasi untuk

melakukan penelitian mengenai: Penyelesaian Sengketa Tanah

Taman Pintar antara Onggo Hartono dengan Pemerintah Kota

Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka Penulis

dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:



1. Apa penyebab terjadinya sengketa tanah Taman Pintar antara

Onggo Hartono dengan Pemerintah Kota Yogyakarta?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk

menyelesaikan sengketa tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian adalah:

a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah Taman

Pintar antara Onggo Hartono dengan Pemerintah Kota

Yogyakarta.

b. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan oleh para

pihak dalam menyelesaian sengketa tanah Taman Pintar.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Kota

Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas di bidang

kepemerintahan, dan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta serta

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas di bidang

pertanahan terutama yang terkait langsung dengan

penanganan penyelesaian sengketa pertanahan dengan



menggunakan pola penyelesaian sengketa pertanahan di luar

pengadilan dan di pengadilan;

b. Menambah wawasan penulis khususnya yang berhubungan

dengan penyelesaian sengketa pertanahan dengan

menggunakan pola penyelesaian sengketa di tuar pengadilan

dan di pengadilan.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya sengketa tanah Taman Pintar antara Onggo

Hartono dengan Pemerintah Kota Yogyakarta disebabkan karena

tiga hal, yaitu:

a. Belum adanya ganti rugi dari Pemerintah Kota Yogyakarta

kepada Onggo Hartono terkait dikuasainya 2 (dua) bangunan

miliknya yang terletak di tanah bekas Hak Guna Bangunan No.

479/Gondomanan atas nama Onggo Hartono, dan sekarang telah

dikuasai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Hak Pakai

Nomor 00045/Ngupasan.

b. Drterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi

DIY No. 04.530.3-34.2005 tanggal 2 Maret 2O05.tentang Pemberian Hak

Pakai Atas Nama Pemerintah Kota Yogyakarta Atas Tanah Terletak di

Kota Yogyakarta Surat keputusan pemberian hak ini dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY dengan

melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

c. Terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Onggo Hartono pada

tanggal 22 Maret 2005. Perbuatan tersebut yaitu, membongkar

bangunan tambahan non permanen milik Onggo Hartono yang

98
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belum diganti rugi, serta pada tanggal 26 Maret 2005 melakukan

pengosongan terhadap 2 (dua) bangunan yang terletak di Jalan

P. Senopati No.1 dan No.3 Yogyakarta yang juga belum diganti

rugi.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oieh para pihak untuk menyelesaikan

sengketa tersebut yaitu dengan cara koordinasi dan lewat jalur

pengadilan.

a. Koordinasi yang pemah dilakukan yaitu melalui rapat koordinasi

antara Onggo Hartono dengan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Koordinasi ini mendapatkan jalan buntu, sebab kedua pihak tetap

bertahan pada pendiriannya masing.

b. Jalur pengadilan yang ditempuh, yaitu Onggo Hartono dengan

kuasa hukumnya Law Office Djoko Prabowo & Associates

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Yogyakarta pada tanggal 28 Maret 2005, terdaftar dengan

register perkara No. 04/G.TUN/2005/PTUN.YK. Obyek sengketa

pada perkara itu adalah:

1) Sertipikat Hak Pakai No. 0045/Ngupasan tanggal 4 Maret

2005 dengan Surat Ukur No. 00454/Ngupasan/2005 tanggal 2

Pebruari 2005 dengan luas tanah 4.290M2 atas nama

Pemerintah Kota Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, (Selaku Tergugat I).
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2) Surat Keputusan No. 04.530.3-34.2005 tanggal 2 Maret 2005

tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kota

Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY, (Selaku Tergugat

II).

Adapun isi Diktum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN) Yogyakarta adaiah menerima eksepsi dari Tergugat II

(Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

DIY) dan menyatakan bahwa gugatan dari Pengugat dinyatakan

tidak diterima, serta menyatakan bahwa Pengugat adalah pihak

yang kalah. Oleh sebab itu, penggugat diwajibkan untuk

membayar biaya perkara sesuai Pasal 110 Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.

Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut

Onggo Hartono menyatakan tidak menerima, dan mengajukan

banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Selain mengajukan gugatan ke PTUN Yogyakarta, pada tanggal

14 Juni 2005 Onggo Hartono dengan kuasa hukumnya Law Office

Djoko Prabowo &Associates mengajukan gugatan ke Pengadilan

Negeri Yogyakarta, dengan register perkara No. 46/Pdt.G/

2005/PN.YK. Yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini

berupa:
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1) Pengakuan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah dari 2

(dua) bangunan yang terletak dijalan P. Senopati No.1 dan

Nc.3.

2) Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Yogyakarta dengan cara melakukan

pembongkaran dan pengosongan/pemindahan terhadap

barang-barang milik Penggugat yang berada di 2 (dua)

gedung milik Penggugat.

Adapun isi Diktum Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta

adalah mengabulkan gugatan dari Penggugat dan menyatakan

secara hukum bahwa kedua bangunan adalah milik Penggugat,

dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan

hukum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Tergugat wajib

membayar kerugian-kerugian yang ditimbulkannya, serta

mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi dari penggugat.

Putusan Negeri Yogyakarta tersebut juga menyatakan bahwa

pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya yang timbul

dalam perkara itu dibebankan kepada Tergugat.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta itu, maka pihak

Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan tidak menerima dan

kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
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B. S a r a n

102

Dengan membaca pada kesimpulan di atas, dapatlah diambil

saran-saran, yang diharapkan sangat bermanfaat bagi perkembangan

dunia pendidikan pada umumnya, dan bagi para pihak yang terkait

dalam masalah tersebut pada khusunya. Adapun saran-saran yang

dimaksud adalah:

1. Terkait dengan penyebab terjadinya sengketa tanah Taman Pintar,

maka saran-saran yang diajukan adalah:

a. Bahwa sebagai Pemerintah yang bukan saja hanya untuk

melindungi rakyatnya, tetapi juga untuk mensejahterahkan

rakyatnya (Welfare State), berkewajiban untuk memperhatikan

hak-hak ada pada rakyatnya. Tentunya dengan tidak

menyingkirkan kepentingan umum. Kata lain ganti rugi harus

tetap diberikan kepada Onggo Hartono dari Pemerintah Kota

Yogyakarta atas penguasaan 2 (dua) gedung tersebut dan atas

tindakan melawan hukum oleh pemerintah,

b. Sengketa tanah Taman Pintar terjadi pada kondisi belum

lengkapnya peraturan perUndang-Undangan mengenai

pemberian Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai di atas

tanah Kraton Yogyakarta (Sultan Ground). Oleh sebab itu, maka

dalam masalah ini tidaklah lepas peran Pemerintah, yaitu Badan

Pertanahan Nasional untuk secara tegas membuat suatu

peraturan yang mengatur tentang pemberian Hak Guna
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Bangunan dan/atau Hak Pakai di atas Tanah Sultan Ground.

Karena sejak tahun 1960 sampai sekarang belum ada sebuah

peraturan perUndang-Undangan satupun yang mengaturnya

Pengaturan ini selain dipakai sebagai peraturan pelaksana

pemberian Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai di atas

tanah Sultan, dapat juga sebagai dasar untuk menyelesaikan

suatu sengketa yang terjadi di atas tanah Sultan Ground.

Kalaupun hal ini dirasakan menyalahi UUPA maka secara tegas

Pemerintah harus membuat kebijakan untuk memberhentikan

pemberian Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai di atas

tanah Sultan Ground, dan segera menghapus tanah Sultan

Ground menjadi hak-hak atas tanah yang sesuai dengan UUPA.

Dalam hal penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah,

agar tidak saja harus memperhatikan fakta yuridis, tetapi juga

harus memperhatikan fakta fisik.

c. Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (welfare

state) atau negara kesejahteraan, yang menuntut segenap aparat

pemerintahnya untuk tidak bertindak menyalahi pelaksanaan

hukum administrasi negara maupun hukum perdata. Oleh sebab

itu, maka sudah sepatutnya sebagai aparat pemerintah yang baik,

Walikota Yogyakarta dalam tindakannya yang terkait dengan

jabatannya tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
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2. Bahwa dengan diierbitkannya Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 1999 tentang

Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, maka instansi Badan

Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan suatu sengketa

pertanahan agar lebih mengusahakan jalan musyawarah atau

mediasi. Jalan mediasi ini dilakukan sepanjang penyelesaian

sengketa tersebut tidak mendapatkan jalan buntu.
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